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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut di atas, maka penulis 

memberikan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bahwa pembinaan narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan 

Gorontalo masih kurang maksimal. Hal ini di dasarkan kenyataan 

bahwa di Provinsi Gorontalo pelaku angka kejahatan cukup tinggi 

sementara lembaga pemasyarakatan hanya ada 2 (dua) tentunya kurang 

maksimal. Selain itu Lembaga Pemasyarakatan Kota Gorontalo 

termasuk gedung yang sudah cukup tua yang hanya mampu 

menampung jumlah narapidana tidak dalam jumlah yang banyak.  

Sebaliknya antara kapsitas ruangan dan jumlah narapidana tidak sesuai 

lagi.  

2. Bahwa hambatan yang dihadapi dalam Pembinaan Narapidana 

Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo antara lain sebagai 

berikut: Pertama, Dana yang masih kurang. Kedua, Petugas lembaga 

pemasyarakatan yang tidak profesional. Ketiga, sikap Narapidana 

residivis yang belum dapat menerima sebagai obyek pembinaan. 

Keempat, Sarana dan fasilitas pembinaan yang kurang memadai. 

Kelima, Kualitas program pembinaan yang belum baik. Keenam, tidak 

adanya peran Masyarakat dalam kontrol. 
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5.2   Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan saran 

atau rekomendasi sebagai berikut: 

1. Pemerintah perlu menambah lagi jumlah lembaga pemasyarakatan yang 

ada di Gorontalo, mengingat kapasitas ruangan yang ada di Lembaga 

Pemasyarakatan Kota Gorontalo tidak maksimal lagi dalam 

menampung jumlah narapidana termasuk narapidana residivis. 

2. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kota Gorontalo perlu melakukan 

inovasi atau terobosan program dalam pembinaan narapidana residivis, 

sehingga tidak terkesan program yang ada setiap tahun bukan rutinitas 

yang dapat membosankan bagi narapidana. 

3. Masyarakat perlu melakukan atau ikut serta dalam pengawasan 

terhadap program proses pembinaan narapidana residivis di Lembaga 

Pemasyarakatan Kota Gorontalo. 

4. Perlu kesadaran dari narapidana residivis untuk tidak lagi melakukan 

perbuatan pidana. 
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